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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha di
bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlu
dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika  Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 96);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 389);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 389)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.

2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian
perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang
digunakan dalam bertelekomunikasi.

3. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi
untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi
dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.

4. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah

kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan
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10.

11.

12.

Telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya Telekomunikasi.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah
kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa
Telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya Telekomunikasi.

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah
badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang
memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi.

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

badan usaha swasta, atau koperasi yang
memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi.

Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum,
instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan
Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi
berdasarkan kontrak.

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang
menyediakan layanan teleponi dasar dengan
menggunakan teknologi circuit switched atau
teknologi lainnya.

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang
menyediakan layanan nilai tambah untuk layanan
teleponi dasar.

Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang
menyediakan layanan berbasis teknologi informasi
selain Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan
Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi.
Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center)
adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa

Telekomunikasi yang menyediakan layanan pusat
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panggilan teleponi untuk pencarian informasi guna
kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan
Informasi (Call Center).

Layanan Panggilan Terkelola (Calling Card) adalah
jenis layanan dalam = Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi yang menyediakan layanan
panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang
dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui
proses tambahan autentikasi pemakai atau kode
akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.
Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
yang selanjutnya disebut Layanan ITKP adalah jenis
layanan dalam Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi
sambungan langsung jarak jauh dan sambungan
langsung internasional berbasis protokol internet,
serta penggunaannya melalui kode akses sebelum
dilakukan panggilan teleponi.

Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS
Premium) yang selanjut disebut Layanan Konten
SMS Premium adalah jenis layanan dalam
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang
menyediakan Konten dengan memanfaatkan pesan
pendek premium dan/atau mekanisme lainnya.
Layanan Panggilan Premium adalah panggilan
teleponi dengan tarif premium.

Layanan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya adalah
layanan jasa nilai tambah teleponi yang disediakan
sesuai dengan perkembangan teknologi yang
jenisnya belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Layanan Jasa Multimedia Lainnya adalah Layanan
Jasa Multimedia yang disediakan sesuai dengan
perkembangan teknologi yang jenisnya belum diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

Layanan Akses Internet (Internet Service Provider)
yang selanjutnya disebut Layanan Akses Internet

(ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan
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